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ABSTRACT 

 

Efforts to protect and fulfill children's rights are the government's obligation. This 

effort done by making regulations on the protection of children's rights and 

making programs to fulfill children's rights. The local government of 

Banjarnegara Regency has made these efforts, especially for child victims of 

sexual violence. The P2TP2A data of Banjarnegara district states that child 

victims of sexual violence tend to decline, but that does not mean that cases of 

sexual violence are gone. Therefore, it is necessary to protect and fulfill children's 

rights more seriously, especially the rights to develop and develop children. The 

goal is to prevent children from the effects of sexual violence. This research was 

conducted using empirical legal research methods and the sampling method was 

purposive sampling. This research provides evidence that efforts to protect the 

rights of children's development have been carried out in accordance with 

existing regulations. However, its implementation still has obstacles, such as a 

lack of commitment by the local government, unfulfilled facilities, and the not yet 

implemented KLA program. 

Keywords : Children, Right to Grow, Banjarnegara Regency, Sexual violence 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, penerus 

silsilah keluarga dan generasi penerus bangsa.
1

 Penjelasan Atas Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, hak 

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan 

keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat 

kesempatan yang seluas-luasnya agar kelak mampu bertanggung jawab dalam 

keberlangsungan bangsa dan negara. Kesempatan yang seluas-luasnya 

dilakukan melalui tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental 

dan sosial.  

 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

menyebutkan bahwa upaya perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan 

anak untuk tumbuh dan berkembang, dapat dilakukan dengan penjaminan 

terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya diskriminatif ataupun 

kekerasan. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga 

negara menjunjung tinggi. Hak  anak ada 4 hak yang mendapat pengakuan dari 

masyarakat internasional yang dimiliki oleh setiap anak yaitu : Hak terhadap 

keberlangsungan hidup, hak untuk perlindungan, hak untuk tumbuh 

                                                 
1 Hermaini Siswat, 2018, “Lindungi Anak dari Korban dan Pelaku Pelecehan Seksual”, Jurnal 

Quantum, Vol XIV Nomor 26 Juli-Desember, Widyaswara Muda BBPPKS Regional I Sumatera, 

Kementerian Sosial dan Pemerhati Masalah Anak dan Perempuan, hlm.1. 
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berkembang, dan hak partisipasi. Pencantuman hak-hak tersebut secara 

eksplisit menunjukkan kaum anak memiliki karakteristik kehidupan tertentu
2
. 

Prinsip dasar penyelenggaraan perlindungan hak anak berazaskan 

Pancasila, berlandaskan UUD 1945 dan prinsip-prinsip dasar KHA yang 

meliputi: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk 

hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, dan penghargaan terhadap 

pendapat anak. KHA (konvensi hak anak) merupakan bagian integral dari 

instrumen international tentang hak asasi manusia. Perlindungan anak 

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, 

tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak 

mulia, dan sejahtera
3
  

Hak anak  haruslah dijunjung tinggi, ditandai dengan adanya jaminan 

perlindungan dan pemenuhan hak anak yang  diatur dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), serta ketentuan peraturan perundang-undangan 

baik yang bersifat nasional atau internasional. Penjelasan Umum atas Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peraturan Internasional 

mengenai anak, dalam bentuk Convention On The Rights Of The Child 

(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak ) yang telah diratifikasi dengan adanya 

                                                 
2  Majda El Muhtaj, 2008, Dimensi-Dimensi HAM Menguraikan Hak Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya.., Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 227. 
3 Teguh Kurniawan, 2015, “Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak”, Jurnal Aspirasi, 

Vol 6 No 1 Juni 2015, Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur’an (PTIQ) Jakarta, hlm. 39. 
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Keppres Nomor 30 tahun 1990. Peraturan nasional  mengenai  perlindungan 

anak yaitu  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

Penjaminan mengenai hak anak, tidak membuat anak lantas menjadi 

bebas dari tindakan kekerasan seksual. Anak rentan menjadi korban, namun 

disisi lain rentan untuk menjadi pelaku
4
. Tindakan kekerasan seksual ini terjadi 

akibat pergaulan yang tidak sehat, perkembangan zaman, pola pengasuhan 

orang tua yang belum baik, pengaruh lingkungan, dan sebagainya. 

“Data KPAI menyebutkan kasus secara menyeluruh, tekhusus juga 

disampaikan bahwa kasus kekerasan seksual yang lebih didominasi 

oleh korban perempuan yang berjumlah 107 korban dan ada pula 

yang menjadi korbannya yaitu laki-laki berjumlah 75 korban ini pada 

tahun 2018. Di Jawa  Tengah sendiri mengenai korban pelecehan 

seksual berjumlah 0.36%.”
5
  

Data yang ada menunjukkan rentannya anak untuk menjadi korban baik korban 

kekerasan seksual, fisik, psikis, ataupun perampasan hak yang lain. 

Perlindungan anak korban kekerasan seksual, haruslah mendapat perlakuan 

yang baik, khusus dan sesuai ketentuan yang  telah diatur
6
.  

 Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual apabila tidak 

tertangani dengan baik dampaknya bisa sangat serius, selain trauma yang dapat 

mengganggu proses tumbuh kembangnya, seorang anak yang menjadi korban 

kekerasan seksual bisa menjelma menjadi pelaku kekerasan seksual 

                                                 
4
 Siswati Hermaini, 2018, ”Lindungi Anak dari Korban dan Pelaku Pelecehan seksual”, Jurnal 

Quantum(Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial),Vol. XIV Nomor 26, Juli-Desember 2018, 

Kementerian Sosial Republik Indonesia, hlm 122. 
5

David Setyawan, KPAI Sebut Hak Anak Terus Meningkat, hlm. 1, 

https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak-

berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016#jawa-

tengah , diakses tgl 24 Februari 2020. 
6
 Siswati Hermaini, Op. Cit., hlm. 122. 

https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016#jawa-tengah
https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016#jawa-tengah
https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016#jawa-tengah
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berikutnya
7
. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang  Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

anak menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan 

perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas 

dan  tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab  tersebut diatur  dalam 

Perubahan Pasal  20  yang merupakan bagian dari Pasal I Undang-undang  

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara, 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau 

Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

Perlindungan Anak.  

 Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan Perlindungan Anak, salah satunya adalah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banjarnegara. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara telah 

melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang menjadi korban 

kekerasan seksual. Upaya tersebut diwujudkan dengan membuat kebijakan 

yang mengatur bahwa  anak korban kekerasan seksual  memiliki hak dan 

pemerintah daerah berkewajiban untuk memberi perlindungan.  

 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 10 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. 

Bab IV Pasal 15 mengatur hak korban, kewajiban pemerintah daerah tertuang 

                                                 
7 Davit Setyawan, Op.Cit., hlm. 1. 
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dalam Bab V, serta Bab VI mengenai pelaksanakan perlindungan terhadap 

korban kekerasan seksual. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata 

Cara Pelayanan Penanganan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Berbasis Gender dan Anak Dari Tindak Kekerasan, diterbitkan sebagai upaya 

tambahan untuk menjamin Perlindungan dan Pemenuhan hak anak di Daerah 

Kabupaten Banjarnegara.  

 Berita pada salah satu surat kabar menyebutkan:
8
  

“Angka kasus  kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, 

di Kabupaten Banjarnegara cukup tinggi. Di awal tahun 2020 ini saja, 

Polres Banjarnegara telah mengungkap empat kasus pelecehan seksual 

terhadap anak. Satu di antara kasus itu bahkan berujung tragis. Ma'ruf 

(13), siswa SDN Prigi ditemukan tewas ditimbun sampah di kebun 

durian milik warga Desa Prigi, Sigaluh. Tahun 2019 lalu, Polres pun 

mengungkap 13 kasus yang terkait dengan Perlindungan Perempuan 

dan Anak (PPA), meski menurun dari tahun 2018 sebelumnya 

sebanyak 22 kasus, angka ini masih cukup tinggi. Ini barulah kasus 

yang terungkap atau dilaporkan ke pihak Kepolisian sehingga 

ditindaklanjuti. Kasus kejahatan terhadap anak yang belum terungkap 

atau tidak dilaporkan bisa jadi lebih banyak.” 

 

Anak yang menjadi korban kekerasaan seksual merupakan persoalan yang 

sangat penting. Hal tersebut perlu dikaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan 

kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam memberikan 

perlindungan  hak tumbuh kembang kepada anak yang menjadi korban 

kekerasan seksual, sehingga penulis mengangkat judul “Pelaksanaan 

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Atas Perlindungan 

Hak Tumbuh Kembang Anak yang menjadi Korban Kekerasan Seksual" 

                                                 
8
 Khoirul Muzaki, Mengapa Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Banjarnegara Tinggi ? 

teryata Ini, hlm 1, https://banyumas.tribunnews.com/2020/02/17/mengapa-kasus-kejahatan-

seksual-terhadap-anak-di-banjarnegara-tinggi-ternyata-ini, diakses 15 September 2020. 

https://banyumas.tribunnews.com/tag/kejahatan-seksual-terhadap-anak
https://banyumas.tribunnews.com/tag/kabupaten-banjarnegara
https://banyumas.tribunnews.com/2020/02/17/mengapa-kasus-kejahatan-seksual-terhadap-anak-di-banjarnegara-tinggi-ternyata-ini
https://banyumas.tribunnews.com/2020/02/17/mengapa-kasus-kejahatan-seksual-terhadap-anak-di-banjarnegara-tinggi-ternyata-ini
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan isi dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah  

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah Kabupaten 

Banjarnegara atas perlindungan hak tumbuh kembang anak yang menjadi 

korban kekerasan  seksual ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banjarnegara atas perlindungan  hak tumbuh kembang anak sebagai korban 

kekerasan  seksual. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua  : 

1. Manfaat teoritis : 

Hasil penelitian  ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

hukum dalam masyarakat, khususnya perkembangan bidang ilmu hukum 

hak asasi manusia. 

2. Manfaat praktis : 

Bahwa manfaat ini dapat digunakan oleh pihak-pihak : 

a. Pihak Kementerian Sosial dan Kementerian Perberdayaan 

Perempuan 
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Kiranya dengan adanya hasil penelitian ini, dapat memberikan 

masukan kepada pihak Kementerian Sosial dan Kementerian 

Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk lebih 

memperhatikan dalam membuat kebijakan ataupun hal teknis yang 

terjadi di daerah. 

b. Pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

KPAI, agar  proses penanganan anak yang menjadi korban kekerasan 

seksual, baik pendampingan saat proses hukum, pemulihan korban 

dari trauma, ataupun lebih ikut serta dalam pembuatan kebijakan 

bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Bentuk penanganan ini 

dapat dilakukan dengan pemerintah pusat ataupun Pemerintahan 

Daerah. Serta KPAI diharapkan lebih terjun dalam pengadvokasian 

bagi  anak korban kekerasan seksual. 

c. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara 

Hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam hal perlindungan 

atas hak tumbuh kembang  anak  korban kekerasan seksual,  untuk 

dianggarkan pembuatan fasilitas yang memadai untuk membantu 

dalam proses perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai korban 

kekerasan seksual. Selain itu dapat menumbuhkan lagi komitmen 

pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dalam perlindungan dan 

pemenuhan hak anak khususnya anak korban kekerasan seksual. 
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d. Pihak Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi, bagaimana 

seharusnya kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara 

dalam pelaksanaan atas perlindungan hak tumbuh kembang bagi 

anak, yang khususnya anak yang menjadi  korban kekerasan seksual. 

E. Keaslian Penelitian 

Penulisan hukum dengan judul kewajiban pemerintah daerah 

Kabupaten Banjarnegara atas perlindungan  hak tumbuh kembang anak sebagai 

korban kekerasan  seksual adalah asli dan dilakukan oleh penelitian sendiri 

berdasarkan sumber-sumber yang ada seperti buku-buku, sumber web, jurnal, 

peraturan perundang-undangan. Sebagai perbandingan antara hasil penelitian 

yang disusun dengan penelitian-penelitian yang telah di susun lebih dulu ialah : 

1. Ahmad Rosyadi, NPM 1111045100010, Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2016. Judul  

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Hukum Islam Dan  

Hukum Positif. Rumusan Masalah Apakah faktor-faktor yang 

menyebabkan anak menjadi terlantar sebagai fenomena sosial, dan 

bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam 

hukum Islam dan hukum positif. Hasil Penelitian adalah ada beberapa 

faktor yang menyebabkan anak menjadi telantar antara lain yaitu faktor 

keluarga, faktor pendidikan, faktor sosial, politik dan ekonomi, faktor 

kelahiran diluar pernikahan, faktor ketidakpekaan keluarga dan 

pemeritah. Anak dapat dijauhkan dari penelantaran, perlindungan hukum 
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menjadi wajib yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab oleh 

orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah. Hukum islam dan 

hukum positif juga memberikan bentuk perlindungan hukum, yaitu 

sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan hukum. Pengaturan 

mengenai perlindungan hukum yang dilihat dari sisi hukum islam dan 

hukum positif ini terdapat persamaan dan perbedaan. 

2.  Arifah, NPM 09340044, Fakultas Hukum Syari’ah Dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, Judul 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual, 

Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan 

seksual di wilayah hukum polda DIY ? dan Apa saja yang menjadi 

hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap 

anak sebagai korban pelecehan seksual ? 

 Hasil Penelitian adalah perlindungan hukum yang dilakukan Polda DIY 

adalah bentuk perlakuan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan 

seksual, mulai pada saat pelaporan sampai proses pemeriksaan. Anak 

yang menjadi korban pelecehan seksual ditempatkan di Ruang Pelayanan 

Khusus (RPK) yang anggotanya lebih didominasi oleh polisi wanita, 

yang bertujuan agar tidak malu dan tertekan pada saat memberikan 

keterangan atas kronologi yang dialami korban. Pihak Polda DIY juga 

bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak dan Balai 

Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat (BPPM). Hambatan yang 

ditemukan yaitu masih kurangnya saksi dan bukti sehingga korban tidak 
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mau diproses dalam penyidikan, yang membuat trauma dan malu apabila 

diproses di pengadilan kasus yang menimpanya akan tersebar. 

Dampaknya membuat kebanyak orang yang mengetahui, kemudian rasa 

takut yang dialami oleh  pihak korban mengenai teror-teror dari pelaku 

sehingga membuat korban tidak mau untuk melaporkan kejadian 

pelecehan seksual tersebut. 

3.  Yunicha Nita Hasyim, 1342011177, Fakultas Hukum Universitas 

Lampung Bandar Lampung,2017, Judul Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penjaga 

Sekolah Pada Proses Penyidikan. Rumusan Masalah Bagaimanakah 

perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana 

pencabulan oleh penjaga sekolah di Metro? dan Apakah faktor 

penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 

tindak pidana pencabulan di Metro? 

 Hasil penelitian adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada anak 

sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh penjaga sekolah meliputi : 

upaya rehabilitasi, diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana 

pencabulan dengan memberikan suatu upaya rehabilitasi psikologis anak 

tersebut, agar anak dapat kembali seperti sediakala di masyarakat; upaya 

perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa, dan untuk 

menghindari labelisasi yang nantinya akan berdampak pada masa depan 

si anak tersebut; pemberian jaminan keselamatan bagi anak sebagai 

murid TK korban pencabulan oleh penjaga sekolahnya, baik fisik , 
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mental, maupun sosial. Pihak Polres khususnya dibidang PPA merangkul 

setiap anak korban pencabulan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat 

pemberian perlindungan hukum, terhadap anak korban tindak pidana 

pencabulan sebagai berikut : penegak hukum yang kesulitan menggali 

dan mencari saksi karena pelaku tidak mengakui kesalahan yang 

diperbuat, kita tahu jika dirumah anak dalam pengawasan orangtua, dan 

jika disekolah anak dalam pengawasan guru. Anak yang menuntut ilmu 

disekolah tidak seharusnya menjadi korban pencabulan, namun faktanya  

korban 79 tindak pidana pencabulan oleh penjaga sekolahnya sendiri, 

penjaga sekolah yang semestinya mengawasi anak di TK tersebut. 

Berikan sarana dan fasilitas yang memadai agar pengawasan dari pihak 

sekolah dan orangtua masing-masing berjalan dengan efektif. 

 Berdasarkan tiga skripsi yang telah dibandingkan, terdapat 

persamaan dan perbedaan. Persamaan dari tiga skripsi yang telah dibuat 

ialah menekankan pada hak anak yang menjadi korban kekerasan  

seksual, dan bagaimana pemerintah daerah atau aparat penegak hukum 

melaksanakan kewajibannya dalam hal perlindungan hak anak sebagai 

korban kekerasan  seksual, baik yang terjadi di sekolah atau ditempat 

lain. Perbedaan antara tiga skripsi yang telah dibuat  ialah  pada skripsi 

yang telah dibuat oleh Ahmad Rosyadi, lebih menekankan hak anak 

sebagai korban penelantaran atas perlindungan hukum, dilihat dari sisi 

hukum Islam  dan hukum positif Indonesia yang dalam hal  kewajiban 

pemerintah daerah mengenai perlindungan hukum, bukan hanya 
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dibebankan pada pemerintah saja, namun juga orang tua, 

keluarga,masyarakat. Skripsi kedua yang dibuat oleh Arifah, lebih 

menekankan pada pembahasan hukum pidana mengenai perlindungan 

hukum terhadap hak anak, sebagai korban  pelecehan seksual di wilayah 

Polda DIY pada tahap pemeriksaan, namun ada beberapa hambatan 

dalam proses pemeriksaan perkara. Skripsi ketiga yang dibuat oleh 

Yunicha Nita Hasyim, lebih menekankan pada perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual,  dalam proses 

penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Lampung. Upaya 

perlindungan merupakan salah satu bentuk kewajiban pemerintah daerah 

terhadap hak anak, salah satu bentuknya yaitu perlindungan atas 

pemberitaan identitas korban. 

F. Batasan Konsep 

1. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus 

dilaksanakan, sesuatu keharusan, tugas menurut hukum, segala sesuatu 

yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan).
9
 

2. Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka 1, Peraturan Bupati Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelayanan Penanganan 

Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Dari 

Tindak Kekerasan, adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

                                                 
9  Kamus Besar Bahasa Indoneisa, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban, diakses 20 

September 2020. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban
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3. Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) 

memperlindungi.
10

 Pengertian lain menurut KBBI, perlindungan adalah 

proses, cara, perbuatan melindungi.
11

  

4. Hak Tumbuh Kembang (Development Right) menurut Pasal 28B ayat (2) 

UUDNRI 1945 yang menyebutkan:” Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 

5. Anak menurut Pasal 1 butir 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. 

6. Korban menurut Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 

7. Kekerasan Seksual menurut Pasal 1 butir 20 Peraturan Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak 

adalah setiap perbuatan melanggar martabat kemanusiaan seseorang 

berdasarkan diskriminasi gender yang menyasar pada tubuh dan 

seksualitas seseorang, yang berakibat atau dapat berakibat kerugian atau 

penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, politik dan/atau sosial korban. 

                                                 
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/perlindungan, diakses 16 September 2020 
11 Ibid. 

https://kbbi.web.id/perlindungan
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum 

Normatif, yaitu penerlitian hukum dengan berfokus pada norma hukum 

positif, berupa peraturan perundang-undangan.  

2. Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normative ini adalah 

data sekunder yang terdiri atas : 

a. Bahan hukum primer meliputi : 

1) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

 Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 

 165); 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244)  

5) Undang- Undang Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 297); 
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6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak. (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7) 

7) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Berbasis Gender dan Anak. (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 10). 

b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari 

literatur, junal, surat kabar, hasil penelitian, disertasi, internet, kamus dan 

juga data diperoleh dari wawancara dengan narasumber.  

3. Cara Pengumpulan Data  

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan pengumpulan data 

yang terdiri dari :  

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan memperlajari bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan 

untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara 

memahami buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, 

pendapat para ahli hukum atau non hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti.  

b. Wawancara dengan narasumber, diperlukan untuk memperoleh data 

mengenai pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah kabupaten 

banjarnegara atas perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak yang 



16 
 

 

menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini yang menjadi 

narasumber adalah : 

1) Ibu Dra. Agustini Isnaeni K sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Banjarnegara 

2) Ibu Dra. Afrida, Apt sebagai  Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (PPPA), sekaligus Lembaga Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) 

Kabupaten Banjarnegara 

3) Ibu Amaroh dan Ibu Dewi sebagai relawan  Lembaga Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) 

Kabupaten Banjarnegara  

4) Bapak Tumingan, SKM sebagai Kepala Seksi Pengarusutamaan Anak 

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Banjarnegara 

5) Ibu Wulan sebagai Pekerja Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara.   

Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh 

peneliti. Daftar pertanyaan yang disiapkan peneliti adalah pertanyaan 

terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapatkan langsung 
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dari pengetahuan narasumber, tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga 

bersifat obyektif.  

4. Analisis Data  

a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan 

dilakukan dengan lima langkah/tugas dogmatif hukum yaitu: 

1) Deskripsi hukum positif 

 Inti dari deskripsi merupakan peraturan perundang-undangan 

 mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer. 

 sesuai dengan bahan hukum primer pelaksanaan  kewajiban  

 pemerintah daerah kabupaten banjarnegara atas perlindungan hak 

 tumbuh kembang anak yang menjadi korban kekerasan 

 seksual. 

2) Sistematika hukum positif  

Sistematika hukum positif dilakukan baik secara vertikal 

maupun horizontal. Sistematika secara vertikal telah terdapat 

sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang kewajiban 

pemerintah daerah kabupaten banjarnegara atas perlindungan terhadap 

hak tumbuh kembang anak yang menjadi korban kekerasan seksual. 

Prinsip penalaran hukumnya subsumsi sehingga tidak diperlukan asas 

berlakunya peraturan perundang-undangan. 

Secara horizontal tidak ditemukan adanya antimoni, karena 

pasal demi pasal telah mengatur hal yang sama perihal kewajiban  
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pemerintah daerah kabupaten banjarnegara atas perlindungan hak 

tumbuh kembang anak yang menajadi  korban kekerasan seksual, 

sehingga membentuk harmonisasi dalam peraturan perundang-

undangan. Prinsip penalaran hukumnya non kontradiktif, sehingga 

tidak diperlukan asas berlakunya perundang-undangan. 

3)  Analisis hukum positif 

Sistem peraturan perundang-undangan terbuka dan keputusan hukum 

harus dipikirkan dalam suatu hubungan norma hukum yang bertumpu 

pada asas hukum dan juga bahwa norma hukum bertumpu atas asas 

hukum dan dibalik asas hukum dapat disistemasasikan  gejala-gelaja 

lainnya.  

4) Interpretasi hukum positif 

Ada enam jenis  interpretasi hukum positif, tetapi dalam 

penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu : 

a) Gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian 

kalimat, menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. 

b) Sistematis yaitu dengan interpretasi dengan titik tolak dari sistem 

aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, secara vertikal dan 

horizontal. 

c) Teleologia Artinya setiap interpretasi pada dasarnya teleologi, 

artinya setiap perturan perundang-undangan memiliki tujuan 

tertentu bagi kemasyarakatan. 
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5) Menilai hukum positif 

Menilai hukum positif dalam penelitian ini menilai peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah 

daerah kabupaten Banjarnegara atas perlindungan hak tumbuh 

kembang anak yang menjadi korban kekerasan seksual. 

5. Proses berpikir/ Prosedur bernalar  

Proses berfikir atau prosedur bernalar dalam penelitian ini adalah 

deduktif. Artinya proses berfikir yang  bertolak dari proposisi umum yang 

kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang 

bersifat khusus. Proses berfikir ini dituangkan dalam penarikan simpulan 

dalam penelitian hukum normatif, yang umum dilakukan adalah peraturan 

perundang-undangan tentang perlindungan anak, khususnya berkaitan 

tentang pelaksanaan kewajiban  pemerintah daerah kabupaten Banjarnegara 

atas perlindungan hak tumbuh kembang anak yang menjadi korban 

kekerasan seksual. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Bab I  :  Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, keaslian 

penelitian, batasan konsep, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban  atas perlindungan 

terhadap hak tumbuh kembang anak yang menjadi korban  

kekersan seksual, sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab V 

Pasal 71 dan Pasal 72, Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. Kewajiban pemerintah daerah bagi 
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anak yang menjadi korban kekerasan merupakan bagian dari 

pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang tidak berkaitan 

dengan pelayanan dasar. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 

ayat (2b) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah serta sub bagian huruf H sub urusan no 6 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pelaksanaannya kewajiban  pemerintah daerah dalam upaya 

perlindungan anak korban kekerasan seksual, dilakukan dengan 

prinsip-prinsip sebagaimana telah disebutkan dalam  Konvensi Hak 

Anak (KHA). 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan 

kewajiban  atas perlindungan  hak anak terkhusus hak tumbuh 

kembang anak korban kekerasan seksual dan sesuai dengan 

regulasi yang ada, namun dalam  pelaksanaannya masih terdapat 

kendala. Kendala tersebut seperti  kurang sosialisasi peraturan 

daerah  kabupaten  banjarnegara mengenai perlindungan hak anak 

kepada  masyarakat, sosialisasi mengenai lembaga P2TP2A, 

fasilitas yang kurang memadai seperti belum adanya shelter, rumah 

aman bagi anak  korban kekerasan seksual, kurangnya sumber daya 

manusia yang berkompeten, anggaran yang belum  memadai, dan 

kurangkanya komitmen pemerintah daerah dalam melakukan upaya 

perlindungan dan pemenuhan hak tumbuh kembang anak korban 

kekerasan seksual. Hal tersebut yang membuat Kabupaten 
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Banjarnegara belum masuk dalam  kategori  Kabupaten Layak 

Anak (KLA). 

B. SARAN 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran 

kepada : 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara selaku pihak yang 

berkewajiban memenuhi hak anak untuk lebih berkomitmen lagi 

dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak terkhusus hak 

tumbuh kembang anak korban kekerasan seksual. Bentuk 

komitmen tersebut dapat dilakukan dengan pemenuhan fasilitas 

seperti pembuatan shelter, rumah aman, dibuatnya Hotline sebagai 

media perantara pengaduan/pelaporan, program-program atau 

kegiatan seperti sosialisasi adanya Peraturan daerah Perlindungan 

terhadap anak korban kekerasan seksual, mengadakan sosialisasi 

pentingnya parenting bagi orang tua terkhusus orang tua muda. 

2. Lembaga P2TP2A selaku unit kerja dari DINSOSPPPA untuk lebih 

melakukan upaya pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan 

seksual tidak hanya pada proses pendampingan saja, namun juga 

bisa melakukan program atau kegiatan dengan bidang pencegahan, 

seperti sosialisasi adanya lembaga P2TP2A, sosialisasi  Peraturan 

Daerah Kabupaten Banjarnegara  terkait perlindungan anak korban 

kekerasan yang ditujukan kepada masyarakat kota dan desa, siswa 
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siswi SMP-SMA di Kabupaten Banjarnegara. Program-program 

tersebut dapat dilakukan secara berkala dengan jangka waktu 3 

bulan 1 kali dan dilakukan dengan cara datang ke acara 

perkumpulan warga desa, melakukan  kordinasi dengan pihak 

pemerintah desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara, memasukan 

kegiatan sosialisasi tersebut dalam kegiatan hari ulang tahun 

masing-masing sekolah, melalui siaran atau iklan di stasiun radio 

atau stasiun tv yang ada di Kabupaten Banjarnegara.  

3. Kepada masyarakat banjarnegara agar memiliki kesadaran hukum 

untuk melindungi dan memenuhi hak tumbuh kembang anak, serta 

menjaga anak untuk terhindar dari tindakan-tindakan kekerasan 

yang dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak.  Hal 

tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat dengan  orang tua 

mengikuti kegiatan parenting yang banyak dilakukan media sosial. 
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https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/a7bc3-lakip-deputi-tumbuh-kembang-anak-2017.pdf
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/a7bc3-lakip-deputi-tumbuh-kembang-anak-2017.pdf
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https://www.kpai.go.id/berita/infografis/update-data-infografis-kpai-per-

31-08-2020# ,diakses 18 Desember 2020. 

 

 

5. KAMUS: 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  https://kbbi.web.id/negara,  

diakses pada tanggal 11 April 2020. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  https://kbbi.web.id/anak, 

diakses tanggal 17 April 2020. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban , diakses pada 

tanggal 15 September 2020 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  

https://kbbi.web.id/perlindungan, diakses 16 September 2020 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah%20daerah, diakses 

19 September 2020 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  

,https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban, diakses 20 

September 2020. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan, diakses tanggal 29 

Oktober 2020. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),   

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban, diakses 13 

Desember 2020 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah, diakses 13 

Desember 2020 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan, diakses 21 

Desember 2020. 

 

6. SUMBER-SUMBER LAIN : 

 

Satoto, 1997, “Fitrah dan Tumbuh-Kembang Anak”, Pidato Pengukuhan 

diucapkan dalam upacara penerimaan jabatan guru besar tetap 

dalam ilmu gizi pada fakultas kedokteran Universitas Diponegor, 

Universitas Diponegoro. 

 

7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:  

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

https://www.kpai.go.id/berita/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020
https://www.kpai.go.id/berita/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020
https://kbbi.web.id/negara
https://kbbi.web.id/anak
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban
https://kbbi.web.id/perlindungan
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah%20daerah
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan
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Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 ) 

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 

297 ) 

Konvensi Hak-hak Anak (CRC) disetujui oleh Majelis Umum PBB 

pada tanggal 20 November 1989 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban 

Kekerasan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 42) 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 

Nomor 11  Tahun  2011 tentang Kebijakan Pengembangan 

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 168) 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Layak Anak. (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169) 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2009 Nomor 3) 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban 

Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 10) 

Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban 

Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Berita Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2019  Nomor 9) 
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LAMPIRAN 

A. LAMPIRAN DATA  
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Lampiran 1 data 1. Data korban kekerasan berbasis gender dan anak yang lapor 

ditangani P2TP2A Kabupaten Banjanegara Januari-Juni tahun 2018. 
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Lampiran 2 data 2. Data korban kekerasan berbasis gender dan anak yang lapor 

ditangani P2TP2A Kabupaten Banjanegara tahun 2019. 
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Lampiran 3 data 3. Data korban kekerasan berbasis gender dan anak yang lapor 

ditangani P2TP2A Kabupaten Banjanegara bula januari-juni 2020. 
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Lampiran 4 data 4. Data korban kekerasan berbasis gender dan anak yang lapor 

ditangani P2TP2A Kabupaten Banjanegara triwulan 3 Januari-Juni 2020. 
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LAMPIRAN GAMBAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 gambar 3. Penulis bersama Dra. Afrida, Apt selaku Kepala Seksi 

Perlindungan Anak DINSOSPPPA sekaligus Kepala lembaga P2TP2A Kabupaten 

Banjarnegara (02/11/2020) 

 

 


